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ABSTRACT

To speed up land registration, a geospatial data collecting method must be developed to meet the
nation's and state's growing requirement for land information. Photogrammetry-based land parcel
surveying and mapping is more efficient than terrestrial approaches. However, rules, data gathering
methods, wind, and data processing make photogrammetric methods difficult to utilize. This article
examines UAV geographic data collecting regulations and data quality criteria. Qualitative literature
study and descriptive analysis are used in this study. The study found that the surveyor must draw the
measured land parcels on an orthophoto map so they may be identified and their position, borders,
area, form, and boundary points rebuilt in the field. Surveyors must additionally lead UAV flying
arrangements provided by the Ministry of ATR/BPN and the Ministry of Transportation. No-fly zones,
flying height limitations, recording sensors, wind, and geographic data quality are the main factors.
To avoid cancellation, land registration technical and juridical procedures must follow the law and
fulfill the essential rules.

Keywords: Effect of wind shear, land registration, UAV

INTISARI

Meningkatnya kebutuhan akan informasi pertanahan oleh masyarakat bangsa dan negara,
memerlukan pengembangan pendekatan akuisisi data geospasial yang cocok untuk percepatan
pendaftaran tanah secara lengkap. Metode survei dan pemetaan dengan metode fotogrametris
terbukti lebih efektif dan efisien dalam mengumpulkan data fisik bidang tanah daripada metode
terestris. Namun, penggunaan metode fotogrametris tersebut memiliki beragam tantangan terkait
regulasi, teknis akuisisi data, keberadaan angin dan pengolahan datanya. Makalah ini bertujuan untuk
menganalisis dinamika regulasi akuisisi data geospasial menggunakan wahana unmanned aerial
vehicle (UAV) dan spesifikasi teknis kualitas data yang dihasilkan. Kajian ini menggunakan metode
penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan menganalisisnya secara deskriptif. Hasil
kajian menyebutkan bahwa secara teknis, surveyor harus memetakan bidang-bidang tanah yang
telah terukur di atas peta orthophoto agar bidang tanah tersebut dapat diketahui letak, batas, luas,
bentuk dan dapat direkonstruksikan titik batasnya di lapangan. Secara regulasi, surveyor juga harus
memedomani pengaturan penerbangan uav yang telah dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN dan
Kementerian Perhubungan. Utamanya terkait adanya zona larangan terbang, batasan ketinggian
terbang dan sensor perekaman, pengaruh angin dan kualitas data geospasial. Pemenuhan prosedur
teknis dan yuridis pendaftaran tanah harus mendasarkan pada hukum dan memenuhi tujuan
peraturan dasarnya agar tidak berakibat batal atau di batalkan.

Kata Kunci : Pengaruh wind shear, pendaftaran tanah, uav

A. Pendahuluan

Terdapat sebuah pilar utama pada sistem administrasi pertanahan modern, dan
pilar utama itu adalah informasi pertanahan (Budiyono & Aditya, 2022). Pilar
informasi pertanahan berfungsi sebagai landasan yang menopang empat pilar
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lainnya. Kepemilikan tanah (land tenure), penilaian tanah (land value), penggunaan
tanah (land use), dan pembangunan tanah (land development) adalah pilar-pilar lain
yang mendukung struktur administrasi pertanahan modern tersebut.
Pengintegrasian kelima pilar berimplikasi memudahkan pengambil keputusan,
pembuat kebijakan, pelaku usaha, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya
dalam pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal (Ferdiansyah dkk., 2022;
Pradipta & Rani, 2020; Altmann & Gabriel, 2018; Indrajit dkk., 2021; Musinguzi dkk.,
2020). Oleh karenanya, dalam rangka memperoleh salah satu pilar penting yaitu
informasi pertanahan yang lengkap dan akurat, pemerintah pada suatu negara
berusaha mengintegrasikan data fisik dan yuridis berbasis bidang-bidang tanah.

Di Indonesia, kegiatan pendaftaran tanah dimaksudkan untuk
mengadministrasikan data fisik dan data yuridis bidang tanah yang dikuasai oleh
masyarakat maupun instansi pemerintah (Irawan & Junarto, 2022). Dengan kata lain,
melalui pendaftaran tanah pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum
mengenai subjek dan objek hak atas tanah yang telah terdaftar (Gunanegara, 2022;
Sapardiyono & Pinuji, 2022). Sejarah mencatat bahwa pelaksanaan pendaftaran
tanah telah berlangsung sejak jaman penjajahan hingga saat ini. Tentunya dengan
memedomani aturan yang terkini seperti: Undang-Undang (UU) No. 5/1960,
khususnya Pasal 19 (1) dan peraturan pelaksanaannya seperti: Peraturan
Pemerintah (PP) No. 24/1997 dan PP. 18/2021 (Rifandhana, 2022). Prosedur dan
pendanaannya pun tercatat cukup bervariasi, mulai dari pendaftaran tanah
sporadis, pendaftaran tanah sistematis dengan pendanaan melalui APBN, APBD,
hibah, maupun dana pribadi masyarakat. Beberapa alasan yang berkontribusi pada
bervariasinya prosedur dan pendanaan pendaftaran tanah karena berbagai keadaan
geografis dan iklim, kualitas sumber daya manusia dan kecakapan teknologi (Avivah
dkk., 2022; Duijs dkk., 2021; Mustofa, 2020).

Capaian pendaftaran tanah secara nasional per Maret 2023 yaitu terdaftar
sebanyak 101,1 juta bidang tanah dan 85 juta bidang tanah di antaranya
tersertifikasi (Kementerian ATR/BPN, 2023). Berdasarkan capaian tersebut
menegaskan bahwa kegiatan pendaftaran tanah setara dengan 80,23% dari total
126 juta bidang tanah. Selain itu, berdasarkan Supadno & Junarto (2022),
pemerintah masih memiliki beban kerja dalam hal memetakan ulang bidang tanah
yang terdaftar namun belum terpetakan maupun belum benar posisinya. Padahal
ketersediaan basemap untuk kemudahan pemetaan bidang-bidang tanah tersebut
sangat kurang dan memerlukan updating (Junarto dkk., 2020). Pada sisi lain,
pemerintah juga terbebani dengan rutinitas dan pekerjaan rumah melayani kegiatan
pemeliharaan data pendaftaran tanah. Berdasarkan permasalahan tersebut dan
mengingat pemerintah memiliki penganggaran terbatas, maka pemerintah perlu
melakukan perubahan mindset dan arah kebijakan dalam pekerjaan pendaftaran
tanah.

Sebagai upaya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat,
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus
melakukan percepatan pemetaan tanah sekaligus mendukung digitalisasi layanan
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pertanahan menjadi layanan berbasis elektronik (Heryanto, 2022). Perubahan pola
pikir dan arah kebijakan percepatan pemetaan bidang tanah lengkap menjadi salah
satu alternatifnya (Junarto & Suhattanto, 2022). Selain itu, pendaftaran tanah harus
mengorientasikan pada outcome berupa informasi bidang tanah yang berwujud
peta. Kemudian, pendaftaran tanah tidak lagi berorientasi pada bidang tetapi pada
titik batas bidang tanah. Terakhir, kualitas hasil pengukuran dan pemetaan dapat
diinformasikan ke publik dalam bentuk akurasi ketelitian, sehingga data pertanahan
up-to-date dan reliable. Perubahan mindset dalam rangka mengumpulkan data fisik
dan yuridis harus segera terealisasi karena berpeluang mempercepat pendaftaran
tanah. Namun demikian, setiap perubahan mindset tersebut membutuhkan
landasan hukum, karena setiap perbuatan/pekerjaan pendaftaran tanah merupakan
perbuatan hukum. Oleh karena itu, setiap persyaratan, standar dan prosedur
kegiatan pendaftaran tanah harus mengikuti aturan yang berlaku. Apabila tidak
menurut prosedur berdasarkan hukum dan peraturan, maka perbuatan hukum
pemerintah dalam melakukan pendaftaran tanah berakibat batal atau dibatalkan.

Pemerintah sedang dan terus berupaya mendorong beberapa kegiatan yang
bertujuan untuk menyediakan informasi bidang tanah dengan menerapkan
beberapa metode pengukuran dan pemetaan bidang tanah terintegrasi, seperti:
penggunaan metode terestris, ekstra-terestris, pemetaan partisipatif berbasis
masyarakat dan fotogrametris menggunakan teknologi pesawat tanpa awak (UAV)
(Budisusanto dkk., 2018; Budisusanto & Prabawati, 2019; Maulana & Basyid, 2021;
Utomo, 2018). Metode fotogrametris menggunakan wahana UAV mampu
mengumpulkan data fisik bidang tanah sekaligus menginformasikan pemetaan
bidang-bidang tanah yang dimohon secara realtime, up-ta-date dan efisien. Bahkan,
seiring dengan adanya pembaharuan jenis, keberagaman spesifikasi dan fitur
teknologi UAV, metode fotogrametris mampu mengakuisisi posisi sekaligus
mengekstrak data semantik bidang tanah dengan luas maksimum 5.000 ha dalam
satu blok dengan ketelitian horizontal <5cm dan ketelitian vertikal <10 cm (Utama &
Anwar, 2021). Kelebihan-kelebihan metode fotogrametris lainnya juga mampu me-
landing-kan data-data bidang tanah yang terlah terukur sebelumnya ke atas peta
dasar (basemap) ortomosaik dan karenanya mampu mempercepat pendaftaran
bidang tanah yang belum terdaftar (Mardiansyah dkk., 2022). Namun demikian,
analisis kebijakan dalam hal penggunaan metode fotogrametris yang dikaitkan
dengan standar dan prosedur serta pembatasan-pembatasan penerbangan UAV
dalam mengakuisisi data fisik bidang tanah memerlukan kajian lebih lanjut.
Bagaimana teknis pengaturan yang melandasi perubahan mindset pengukuran dan
pemetaan menggunakan teknologi UAV tersebut saat ini?.

Kajian-kajian terdahulu telah meninjau secara yuridis dengan baik terkait
penggunaan pesawat udara tanpa awak atau UAV untuk tujuan pemetaan daerah
perbatasan dan pergerakan terorisme (Firmansyah & Puspitasari, 2021; Rambe,
2016). Namun kajian tersebut tidak meninjau bagaimana regulasi penerbangan UAV
untuk pemetaan bidang-bidang tanah pada wilayah yang lebih luas. Kajian ini
berbeda dengan penelitian sebelumnya dan lebih up-to-date dalam hal pembahasan
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regulasi pemanfaatan UAV pada kementerian ATR/BPN, daripada kajian Ramadhani
dkk., (2018) dan Junarto dkk. (2020). Mengingat dan mempertimbangkan dinamika
regulasi yang mengatur survei dan pemetaan bidang tanah di Indonesia, maka
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penerbangan UAV terbaru
dalam rangka pemetaan bidang tanah terintegrasi. Selain itu, penelitian ini juga
membahas masalah teknis yaitu keberadaan angin yang mengganggu wahana dalam
mengakuisisi data fisik bidang tanah. Penelitian ini penting dalam rangka
memberikan landasan kebijakan hukum pengukuran dan pemetaan bagi para
surveyor dengan metode fotogrametris dan menginformasikan solusi terbaik
adanya tekanan angin pada saat pemotretan.

B. Metode Penelitian

Kami menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan library
research atau studi kepustakaan (Lumpkin, 2022; Z. Zhang dkk., 2021). Berdasarkan
pendekatan tersebut kami juga menganalisis kebijakan-kebijakan terbaru yang
memrioritaskan akuisisi data fisik bidang tanah dengan metode fotogrametris
melalui UAV, termasuk standar dan prosedur serta pembatasan-pembatasan
penerbangan (Creswell, 2016; Sari & Asmendri, 2018). Perolehan keseluruhan data
sekunder berasal berbagai informasi pustaka, yaitu dari hasil penelitian, buku,
jurnal, serta dokumen lain berbentuk softcopy yang telah kami saring berdasarkan
kata kunci yaitu: UAV, pemetaan terintegrasi bidang tanah, pendaftaran tanah, dan
regulasi penerbangan. Setelah data terkumpul, kami melakukan pengkajian dengan
membuat catatan serta menyajikannya dalam bentuk tabel yang sistematis sehingga
mampu menjawab tujuan kajian. Kami menggunakan analisis deskriptif untuk
menyajikan temuan penelitian dengan menuliskan ulang atas catatan dan evaluasi
penelitian maupun kebijakan yang telah lampau dan terkini (Cresswell dkk., 2019).

C. Hasil dan Pembahasan
C.1. Regulasi pemanfaatan ortomosaik pada pengukuran bidang tanah terintegrasi
Kegiatan survei dan pemetaan batas bidang tanah merupakan bagian dari
kegiatan pendaftaran tanah. Kegiatan tersebut telah mengalami sejumlah
perubahan yang mendasar mengenai standar kegiatan dan metode pengukuran
serta pemetaannya. Secara prinsip, standar kegiatan pengukuran dan pemetaan
batas bidang tanah harus memenuhi kaidah teknis pengukuran dan pemetaan.
Kaidah teknis tersebut mewajibkan bahwa bidang-bidang tanah yang telah terukur
dapat dipetakan, diketahui letak dan batasnya di atas peta serta dapat
direkonstruksikan titik batasnya di lapangan. Namun demikian, sebelum
dilaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang tanah, pemohon bertanggung
jawab memasang tanda batas bidang tanah dengan persetujuan pemilik tanah yang
berbatasan. Hal tersebut dibuktikan dengan kelengkapan foto batas, keterangan
lokasi, dan koordinat. Setiap bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya
kemudian diberikan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) yang terdiri atas 14 digit,
yaitu 2 digit pertama merupakan kode provinsi; 2 digit berikutnya merupakan kode
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kabupaten/kota; 9 digit berikutnya merupakan nomor bidang tanah dan 1 digit
terakhir merupakan kode bidang tanah di permukaan, di ruang atas tanah, di ruang
bawah tanah atau satuan rumah susun.

Berdasarkan metode pengukuran bidang tanahnya juga mengalami perubahan
mendasar. Petugas ukur dapat melaksanakan pengukuran melalui metode terestrial,
fotogrametris, satelit atau metode lainnya. Apabila terdapat kondisi bahwa suatu
wilayah yang telah tersedia peta dasar pendaftaran yang memuat pencitraan
bidang-bidang tanah melalui wahana UAV atau satelit (orthophoto atau citra), maka
petugas ukur dapat mengidentifikasi titik-titik batas bidang tanah di atas
pencitraan/foto tersebut. Berdasarkan ketentuan metode tersebut, sejatinya
dasar

pemerintah telah memiliki hukum untuk melaksanakan percepatan

pendaftaran tanah di seluruh tanah air dengan menggunakan metode

fotogrametris. Selanjutnya, untuk menguatkan argumen terkait dasar hukum
perubahan paradigma pelaksanaan survei dan pemetaan batas bidang tanah, dapat

melihat Tabel 1.
Tabel 1. Dasar hukum perolehan informasi batas bidang tanah

No.  Dokumen peraturan Tentang Relevansi
1. UU Dasar Negara Hak menguasai Prinsip-prinsip yang mengatur sistem
RI/1945 (Pasal 33 (3)) negara atas sumber pendaftaran tanah
daya alam (SDA)
2. UUPA (Pasal 19 (2)) Dasar hukum seperangkat prosedur termasuk
pendaftaran tanah pengukuran tanah, pemetaan, dan
pembukuan; pendaftaran dan
pemindahan hak tanah; dan penerbitan
surat-surat bukti hak yang dapat
diterima sebagai alat bukti yang sahih.
3. UUNo. 4/2011 (Pasal Informasi Geospasial IGT wajib mengacu pada IGD (Peta
4 huruf b) Dasar (IGD) dan pendaftaran termasuk peta tematik)
Tematik (IGT)
4, TAP MPR No. Pembaruan agraria Reforma agraria dilaksanakan dengan
IX/MPR/2001 dan pengelolaan SDA inventarisasi dan pendaftaran
penguasaan, pemilikan, penggunaan,
dan PTSL.
5. PP. 24/1997 Pendaftaran tanah Mengatur dan menjamin kepastian
hukum antara subjek (penguasa/pemilik)
dan objek (bidang tanah) serta
hubungan hukum keduanya
6. PP No. 18/2021 Hak Pengelolaan, Kepastian hukum penggunaan dan
HAT, Sarusun, dan pemanfaatan teknologi
Pendaftaran Tanah
7. Permen Agraria No. Ketentuan Metode pengukuran sporadik dan
3/1997 pelaksanaan sistematik
pendaftaran tanah
8. Permen ATR/BPN No. Perubahan ketiga Pengukuran bidang tanah di daerah yang
16/2021 (Pasal 26) ketentuan telah tersedia peta dasar pendaftaran
pelaksanaan berupa peta foto atau citra dilaksanakan
pendaftaran tanah dengan cara identifikasi bidang tanah
yang batasnya telah ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan
9.  PerKaBPN No.1/2010 Standar Pelayanan di Standar prosedur pengukuran dan

jo Permen ATR/BPN
No. 4/2017

Kementerian
ATR/BPN

pemataan bidang tanah

Sumber: Analisis data sekunder penulis, 2023
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Berdasarkan Tabel 1, pemerintah (Kementerian ATR/BPN) telah mengatur
pendekatan baru untuk menerapkan pekerjaan pendaftaran tanah, seperti
pengukuran dan pemetaan yang berorientasi kepada hasil, mengutamakan metode
fotogrametris, meningkatkan kualitas data terkini, hingga menampilkan kualitas
data pada laman resmi kementerian. Namun pada sisi lain, pemerintah tetap harus
memedomani pengaturan penerbangan UAV sesuai ketentuan Kementerian
Perhubungan. Terkait pengaturan penerbangan UAV, Kementerian Perhubungan
telah menyusun seperangkat peraturan setingkat Peraturan Menteri Perhubungan
yaitu: No. 37 Tahun 2020, dan No. 27 Tahun 2021, No. 34 Tahun 2021, dan No. 63
Tahun 2021. Sesuai lampiran Permenhub Nomor 37 Tahun 2020, aturan
pengoperasian UAV di wilayah udara harus mematuhi persyaratan Civil Aviation
Safety Regulation (CASR) Part 107. Ketentuan CASR Part 107 mencakup: persiapan
penerbangan, ketinggian dan lokasi peluncuran. Selama persiapan penerbangan
awal, inspeksi, dan prosedur pengoperasian pesawat pra-penerbangan, pilot UAV
harus mengevaluasi lingkungan pengoperasian dengan mempertimbangkan bahaya
terhadap orang-orang dan properti di permukaan tanah dan wilayah udara di
sekitarnya. Selain itu, pilot UAV harus memastikan bahwa setiap orang yang terlibat
langsung dalam pengoperasian UAV telah menerima informasi mengenai kondisi
operasi, prosedur darurat, tugas dan tanggung jawab, serta potensi bahaya. Selain
itu, pilot UAV harus memastikan bahwa semua jaringan kontrol antara stasiun
kontrol darat dan wahananya berfungsi penuh.

C.2. Kendala penerbangan UAV dan kualitas informasi geopsasial

Berdasarkan argumen pada C.1, pemerintah Indonesia telah memprioritaskan
pendaftaran tanah di seluruh negeri, dan kementerian ATR/BPN bertanggung jawab
untuk mengembangkan dan melaksanakan survei dan pemetaan bidang-bidang
tanah. Memperoleh data batas bidang tanah pada seluruh area NKRI memerlukan
kegiatan-kegiatan berikut, sebagaimana digariskan dalam PP. 24 Tahun 1997 jo PP.
18 Tahun 2021: pemetaan dasar pendaftaran; delineasi batas bidang tanah; survei
dan pemetaan batas bidang; pendaftaran tanah; dan pembukuannya. Namun
demikian, berdasarkan Permenhub No. 37 Tahun 2020 tentang pengoperasian
pesawat udara tanpa awak di ruang udara, terdapat beberapa ketentuan yang harus
diikuti dalam pengoperasian UAV:

a) Pembatasan penerbangan UAV di wilayah tertentu
Pilot yang bertugas dari jarak jauh harus mengetahui batasan operasional UAV,
yang meliputi kecepatan terbang maksimum 87 knot, atau 161 ribu kilometer per
jam; UAV berada pada ketinggian penerbangan maksimum 120 meter di atas
tanah. Dilihat dari lokasi ground control station, maka pilot UAV harus memiliki
jarak pandang terbang minimum tidak boleh kurang dari 4,8 kilometer. Selain itu,
wahana UAV memiliki jarak antara UAV dan awan setidaknya 150 meter di bawah
awan dan 600 meter secara horizontal jauh dari awan.

b) Ketentuan khusus
Dengan izin dan koordinasi dari unit navigasi penerbangan yang bertanggung
jawab atas operasi tersebut, sistem pesawat udara tanpa awak diperbolehkan
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d)

menerbangkan sistem pesawat tanpa berawak di wilayah udara tak terkendali di
atas 500 kaki atau 150 meter pada acara-acara khusus yang melibatkan
kepentingan pemerintah. Permohonan izin terbang harus diajukan ke
Kementerian Perhubungan sekurang-kurangnya empat belas hari kerja sebelum
pengoperasian uav, dan setiap perubahan harus dikomunikasikan selambat-
lambatnya tujuh hari sebelum pengoperasian. Informasi yang disampaikan harus
mencakup: nama dan informasi kontak operator uav, spesifikasi sistem udara,
spesifikasi sistem darat, maksud dan tujuan operasi, rencana penerbangan,
prosedur darurat, dokumen asuransi, operasi kendali jarak jauh, dan pengalaman
dan kompetensi pilot. Rencana penerbangan juga harus mencakup identifikasi
lintas udara, peraturan penerbangan dan jenis penerbangan, perlengkapan, titik
keberangkatan, perkiraan waktu operasi, kecepatan jelajah, tingkat jelajah, rute
penerbangan, titik kedatangan dan perkiraan waktu berlalu total, titik
keberangkatan/kedatangan alternatif, masa pakai baterai, jarak jelajah, dan area
operasi manuver.

Pembatasan terhadap peralatan UAV

UAV yang dilengkapi dengan kamera dilarang terbang dalam jarak 500 meter dari
batas zona. Setiap penggunaan sistem udara tanpa berawak untuk pengambilan
gambar bergerak atau pembuatan peta di yurisdiksi mana pun memerlukan izin
atau surat pengantar dari otoritas terkait.

Hukuman

Hukuman untuk pelanggaran akan diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang Penerbangan No.1 tahun 2009. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa
mayoritas survei batas bidang tanah masih dilakukan dengan metode survei
lapangan dan relatif sedikit dengan metode fotogrametris yaitu memanfaatkan
peta foto atau citra. Padahal penggunaan metode fotogrametris berdasarkan
peraturan perundang-undangan pada Tabel 1 sudah clear dan clean boleh. Selain
itu, seiring dengan masifnya penggunaan UAV untuk menghasilkan peta
dasar/basemap maka pengukuran dan pemetaan bidang tanah sekarang ini
sangat mungkin dilakukan percepatan agar seluruh bidang tanah di NKRI
terpetakan. Tentunya peta dasar tersebut harus memiliki ketelitian sesuai dengan
skala yang ditetapkan. Namun demikian, proses akuisisi informasi batas bidang
tanah tersebut harus mengindahkan peraturan yang telah dikeluarkan oleh
Kementerian Perhubungan, karena Kementerian tersebut berwenang
memberikan izin dan pengelolaan UAV di Indonesia. Beberapa pengaturan
tersebut menguraikan hal-hal seperti: zona larangan terbang, zona terbang, dan
zona terbatas lainnya serta ketinggian di mana sistem UAV dapat digunakan.
Pengaruh Angin

Salah satu faktor berpengaruh yang menggagalkan penerbangan UAV adalah
karena faktor angin (H. Zhang dkk., 2022). Kegagalan penerbangan tersebut
terjadi karena sifat angin yang mengalami perubahan arah secara tiba-tiba dan
mengingat faktor fisik dari UAV yang cenderung ringan (Siqueira, 2017). Secara
garis besar, angin yang mempengaruhi penerbangan UAV dapat dikategorikan
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menjadi 3 kelompok yaitu: constant wind, aliran turbulensi, dan wind shear
(Kavari dkk., 2019; Ryu dkk., 2022; Yelun & Changjiang, 1993).
Constant wind atau angin konstan merupakan kecepatan angin rata-rata pada
lingkungan tertentu yang memiliki variasi nilai berdasarkan temporal dan
spasialnya. Angin konstan hanya merupakan nilai yang dijadikan referensi dan
bukan merupakan angin sebenarnya (Hasan dkk., 2023). Waktu dan lokasi yang
berbeda akan menghasil nilai constant wind yang berbeda pula, sehingga faktor
temporal dan spasial akan berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya
kecepatan angin rata-rata (B. H. Wang dkk., 2019). Constant wind sering
digunakan dalam simulasi penerbangan UAV untuk mengetahui pengaruh angin
ketika mengudara. Namun, constant wind tidak menggambarkan lingkungan
sebenarnya dan hanya merupakan hitungan matematis perataan kecepatan
angin yang terjadi pada suatu kondisi lingkungan dan waktu tertentu.
Selain itu, terdapat aliran turbulensi yang terdiri atas partikel-partikel yang
bergerak secara acak dan tidak stabil yang memiliki karakteristik kecepatan yang
berubah-ubah (tidak stabil) (Webster & Raspet, 2015). Adapun faktor yang
menyebabkan terjadinya aliran turbulensi adalah pergeseran angin, pertukaran
panas, faktor topografi, dan vortisitas pesawat lain (Yelun & Changjiang, 1993).
Terakhir terdapat pula wind shear. Wind shear merupakan fenomena perubahan
cepat pada arus angin yang dihasilkan oleh perubahan arah atau kecepatan angin
pada jarak tertentu (ANAC, 2020). Pergeseran angin pada pesawat UAV yang
terbang pada ketinggian rendah termasuk dalam klasifikasi wind shear (Sheih,
1984; B. Wang dkk., 2020; Yang dkk., 2023). Penyebab dan karakteristik pada
setiap klasifikasi wind shear terdapat pada tabel 2 berikut :

Tabel 2. Jenis, Penyebab dan Karakteristik Wind Shear

No. Jenis Penyebab Karakteristik
1 Frontal Wind Shear ~ Perbedaan suhu pada massa Muncul secara horizontal dan
udara dengan karakteristik vertikal (Dapat dideteksi sejak
fisik yang berbeda. dini)
2 Nocturnal Jet Wind ~ Pendinginan radiasi  Sering terjadi pada musim semi
Shear (maksimum) pada malam hari dan musim panas, selain itu juga
dan terdapat tekanan mempengaruhi proses lepas
(gradien) pada permukaan landas dan pendaratan UAV
bumi yang cukup besar
3 Wind Shear yang Karena adanya perubahan Dampaknya pada UAV sangat
disebabkan oleh topografi berbahaya dan kemunculannya
Topografi tidak dapat diprediksi

Aliran radiasi bergerak dari atas
Adanya hentakan ke arah ke bawah, mulanya UAV
bawah yang disebabkan oleh menghadapi hembusan angin
presipitasi dari arah depan, kemudian dari
arah sebaliknya.
Sumber: Meier dkk. (2022); Richardson (2015); B. Wang dkk. (2020) dengan modifikasi

Berdasarkan karakteristik pada Tabel 2, dapat diketahui bahwa wind shear

4 Microdownburst

merupakan kecepatan angin diskrit atau determistik, yang sering terjadi dalam
waktu yang singkat dan merupakan gangguan atmosferik yang sangat kuat (Yelun &
Changjiang, 1993). Dalam uji simulasi UAV, wind shear dimunculkan dengan
mendadak (Federal Aviation

mengubah kecepatan angin konstan secara
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Administration, 1990). Pada umumnya, Semua jenis angin mampu mengubah
kecepatan penerbangan UAV, yang mengakibatkan berubahnya sudut frontlap dan
sudut sidelap yang pada akhirnya menyebabkan gangguan pada gaya resultan dan
torsi resultan UAV. Dengan adanya torsi resultan UAV dapat memberikan gaya
dorong yang mengakibatkan UAV dapat mengalami rotasi. Namun dalam berbagai
kondisi dan klasifikasi angin, kecepatan angin tidak selalu bernilai konstan dan
bagian UAV yang diterjang angin cenderung berbeda-beda. Dalam hal penerbangan
UAV yang menghadapi wind shear kemungkinan besar dapat berpotensi mengalami
lepas kendali. Sehingga solusi terbaik untuk mengatasi medan angin tersebut adalah
dengan cara menghindarinya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh B. H. Wang dkk. (2019) penulis
mendapatkan beberapa pemahaman mengenai kondisi penerbangan ketika terkena
ketiga jenis angin. Angin konstan akan membuat UAV menjauh dari jalur terbang
yang diharapkan sesuai dengan rencana terbang. Ketika kita berbicara terkait
penggunaan UAV yang membutuhkan tingkat ketelitian tinggi seperti dalam bidang
fotogrametris, tentu pengaruh tersebut akan menyebabkan kurangnya akurasi pada
hasil pemotretan foto udara mengingat penentuan jalur terbang menjadi kunci
utama agar seluruh cakupan area atau lahan yang hendak dilakukan pemotretan
dapat tercakup seluruhnya. Adapun tingkat akurasi yang kurang, tentu dapat
mengakibatkan analisis yang nantinya dilakukan dengan data peta foto tersebut
akan menjadikannya kurang maksimal serta tidak sesuai terhadap kaidah kartografis
(Setyabawana Putra dkk., 2016).

Kaidah fotogrametris sangat dibutuhkan, terlebih apabila kita berbicara dalam
aspek pertanahan. Hal tersebut dikarenakan salah satu produk yang dapat berasal
dari data foto udara seperti halnya dalam pembuatan peta dasar pendaftaran tanah
yang salah satunya dapat dilakukan dengan metode fotogrametris sebagaimana
Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan
Nasional Nomor 21 Tahun 2019 tentang Peta Dasar Pertanahan.

Dari peta dasar pertanahan yang dihasilkan, nantinya akan digunakan sebagai
dasar dalam rangka kegiatan pendaftaran tanah, tata ruang, dan penyediaan peta-
peta tematik pertanahan lainnya. Dalam hal ini, penulis dapat mencontohkannya
pada pemanfaatan data UAV dijadikan sebagai data awal untuk pembuatan peta
dasar pendaftaran tanah. Lebih lanjut, kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap (PTSL) membutuhkan peta dasar pendaftaran sebelum pelaksanaan
kegiatan PTSL (Mujiati & Aisiyah, 2022).

Pada contoh tersebut dapat diketahui bahwa tingkat kepentingan dari data foto
udara hasil perekaman yang salah satunya dapat dipergunakan pada kegiatan pada
bidang pertanahan dan merupakan data dasar. Dalam hal akurasi pada data dasar
yang tidak sesuai dengan ketentuan, tentu akan mengakibatkan berbagai kesalahan,
terlebih menyangkut dalam hal kepastian letak dan batas atas suatu bidang tanah
yang telah terpetakan yang tentunya bertentangan dengan maksud dari kegiatan
pendaftaran tanah sebagaimana tertuang pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5
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Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dalam rangka menjamin
kepastian hukum.

Ketika ditinjau lebih lanjut, apabila terjadi permasalahan karena faktor angin,
tentu dapat menjadi kendala dalam pengoperasian UAV, sehingga penerbangan
UAYV tidak dapat berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan pengoperasiannya
sebagaimana dijelaskan sebelumnya antara lain terjadinya penyimpangan jalur
terbang, ketidakstabilan tinggi terbang UAV, dan dalam kasus yang parah dapat
menyebabkan UAV tidak terkendali. Tentunya hasil foto yang didapatkan pada
proses tersebut akan menjadi kendala dalam proses pengolahan data foto udara
yang mana merupakan salah satu tahapan dalam pengolahan peta dasar
pendaftaran dengan cara pemotretan sebagaimana Pasal 11 Ayat 3 huruf d
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 21
Tahun 2019 tentang Peta Dasar Pertanahan.

Dalam hal ini, potensi permasalahan yang ditimbulkan seperti tidak
terpotretnya cakupan areal secara keseluruhan dari bidang tanah yang hendak
terpetakan karena penyimpangan jalur terbang, ketidakstabilan tinggi terbang UAV
yang menyebabkan adanya kemungkinan terjadinya distorsi (Syauqani dkk., 2017),
dan dalam hal yang parah menyebabkan UAV tidak terkendali serta berpotensi
mengalami kecelakaan.

f) Kualitas data geospasial

Pendeskripsian kualitas data spasial dari suatu data digunakan suatu standar
yang menjelaskan elemen kualitas data spasial. Uji jarak dan luas bidang tanah pada
Kementerian ATR/BPN telah termaktub pada Juknis PMINA No. 3/1997. Namun pada
standar tersebut tidak dijelaskan secara rinci untuk menjelaskan elemen kualitas
data spasial. SNI-ISO 19113:2011 telah menetapkan suatu set pendeskripsian hingga
ke sub elemen kualitas data, termasuk data spasial. Deskripsi ISO tersebut tersaji

pada Tabel 3.
Tabel 3. Elemen kualitas data spasial berdasarkan SNI-ISO 19113:2011
Elemen kualitas Sub Keterangan
data elemen
Kelengkapan komisi terdapat data berlebih pada sekumpulan data
omisi Ketiadaan data pada sekumpulan data
Konsistensi logis  konseptual Keterikatan pada aturan skema konseptual
domain Keterikatan pada domain nilai
format Struktur fisik penyimpanan data
topologi Karakteristik atau kode data
Akurasi posisi absolut Kedekatan posisi yang dilaporkan terhadap posisi sebenarnya
relatif Kedekatan posisi relatif dataset terhadap posisi sebenarnya
Grid Kedekatan posisi dalam grid terhadap posisi sebenarnya
Akurasi temporal Referensi Kebenaran pelaporan kesalahan pengukuran waktu
konsistensi laporan kejadian-kejadian berdasar urutan waktu
validitas Validitas data mengacu waktu
Akurasi tematik klasifikasi Perbandingan kelas/atribut terhadap data referensi lapangan
kualitatif Kebenaran atribut non kuantitatif
kuantitatif Kebenaran atribut kuantitatif

Sumber: SNI-ISO 19113:2011

40 Kharisudin Fahmi dkk., Pengaturan dan pemanfaatan ortomosaik uav pada pengukuran bidang tanah terintegrasi



D. Kesimpulan

Berbagai pendekatan metode pengukuran dan pemetaan yang tersedia dalam
mengakuisisi data geospasial, penggunaan ortomosaik UAV mampu menghasilkan
batas umum bidang-bidang tanah. Ortomosaik UAV telah muncul sebagai salah satu
alat yang mampu menjawab tantangan dalam usaha percepatan pendaftaran tanah
secara lengkap di Indonesia. Selain mampu memproduksi peta skala besar, sehingga
berbagai fitur dapat terlihat dengan mudah, ortomosaik UAV dapat diproduksi
secara cepat dan dapat digunakan untuk memperbarui peta dasar yang telah
tersedia. Selain itu, berdasarkan regulasi yang telah dikaji, pengoperasian UAV
dengan kapasitas sensor pencitraannya untuk mendapatkan ortomosaik, terbukti
lebih fleksibel. Meskipun terdapat pembatasan-pembatasan penerbangan,
pengaruh angin dan adanya standar kualitas data geospasial berdasarkan SNI-ISO
19113:2011.

Berdasarkan review atas regulasi terkini mengungkapkan bahwa penggunaan
metode fotogrametris melalui ortomosaik dalam akuisisi data batas bidang tanah,
telah diatur secara tegas oleh pemerintah (Kementerian ATR/BPN dan Kementerian
Perhubungan). Tentunya hal ini menegaskan bahwa pengoperasian UAV untuk
keperluan pendaftaran tanah dapat digunakan tidak hanya sebatas untuk
pembuatan peta kerja, tetapi lebih luas lagi yaitu untuk pengukuran bidang tanah
terintegrasi. Namun demikian, wahana UAV selama penerbangan dapat terganggu
oleh adanya angin yang berakibat pada gagalnya pembuatan peta dasar pertanahan,
peta bidang tanah dan peta pendaftaran. Wahana UAV lebih rentan terhadap
gangguan angin (wind shear) karena kecepatan terbangnya yang lebih lambat, tinggi
terbangnya yang relatif rendah, bobot lepas landas yang ringan dan ukurannya yang
cenderung lebih kecil dari pesawat konvensional. Terkait kualitas data fisik bidang
tanah, saatini Kementerian ATR/BPN mendasarkan pada uji jarak dan uji luas bidang
tanah. Padahal SNI-ISO 19113:2011 telah menetapkan suatu set pendeskripsian
kualitas data spasial berdasarkan elemen kelengkapan, konsistensi logis, akurasi
posisi, akurasi temporal, akurasi tematik. Oleh karena itu, kajian ini menyarankan
agar Kementerian ATR/BPN menggunakan SNI-ISO 19113:2011 untuk meningkatkan
kualitas data geospasial terkait batas bidang tanah.
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